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Abstrak 
Tenaga Kerja di Indonesia didominasi oleh tenaga kerja informal, padahal untuk 
meningkatkan kesejahteraan diperlukan mobilitas dari tenaga kerja informal menjadi 
tenaga kerja formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh belanja 
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja formal di 
Indonesia. Data 33 provinsi tahun 2016-2020 diolah dengan menggunakan analisis 
persamaan simultan 2SLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel yang 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah 
(menurut fungsi ekonomi, infrastruktur/perumahan dan fasilitas umum, dan 
perlindugan sosial), PMA, dan jumlah tenaga kerja formal. Variabel yang berpengaruh 
positif terhadap penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia adalah pertumbuhan 
ekonomi, belanja pemerintah fungsi pariwisata dan PMDN. Sedangkan belanja 
pemerintah fungsi ekonomi, fungsi infrastruktur, PMA, dan IPM berpengaruh negatif 
terhadap penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia..  
 
 
 

Labor in Indonesia is dominated by informal labor, whereas to improve welfare requires 
mobility from informal labor to formal labor. This study aims to estimate the effect of 
government spending and economic growth on the absorption of formal labor in 
Indonesia. Data from 33 provinces for 2016-2020 were processed using the 2SLS 
simultaneous equation analysis. The results of the analysis show that the variables that 
have a positive effect on economic growth are government spending (according to 
economic, infrastructure / housing and public facilities, and social protection), foreign 
investment, and the number of formal labor. The variables that have a positive effect on 
the absorption of formal labor in Indonesia are economic growth, government spending 
on the tourism and domestic investment. Meanwhile, government spending on 
economic, infrastructure functions, foreign investment, and HDI negatively affects the 
absorption of formal labor in Indonesia. 
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1. Pendahuluan 

Tenaga kerja formal di Indonesia jumlahnya lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja informal. Hasil survei angkatan 

kerja nasional (BPS, 2020) menyebutkan bahwa tenaga kerja formal di 

Indonesia sebesar 39,53 persen dan tenaga kerja informal masih 

mendominasi dengan persentase mencapai 60,47 persen. Menurut ILO 

(2010) pekerjaan di sektor informal identik dengan pekerjaan yang tidak 

layak, tingkat pendapatan rendah, memiliki resiko tinggi, serta tidak 

terdapat jaminan/perlindungan sosial. Informalitas juga mempunyai 

dampak yang berbahaya terhadap hak-hak pekerja dan mempunyai 

dampak negatif terhadap sustainable enterprises karena faktor rendahnya 

produktifitas dan terbatasnya akses modal (ILO, 2018). Bahkan menurut 

penelitian dari Dartanto et al. (2020), untuk meningkatkan kesejahteraan 

diperlukan peralihan pekerjaan kepada sektor formal.  

Hasil penelitian Moeis et al. (2020) juga menyebutkan faktor-faktor 

yang mendorong mobilitas ekonomi adalah capaian pendidikan, 

pekerjaan formal, pasokan listrik dan air, kepemilikan tanah, dan investasi 

kesehatan. Sarte (2000) menyebutkan bahwa besarnya proporsi sektor 

informal berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dalam 

dua cara. Pertama, regulasi yang terlalu berlebihan/ketat dapat 

melemahkan sektor informal yang pada akhirnya mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi yang rendah. Kedua, sektor informal yang besar 

dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak sehingga 

membatasi kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan 

kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang berujung kepada rendahnya 

pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 01 menjelaskan bahwa dalam dua puluh tahun terakhir, setiap 

pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh penambahan jumlah penduduk 

bekerja, kecuali pada tahun 2011 pada saat ekonomi tumbuh sebesar 6,17 

persen terjadi penurunan jumlah penduduk bekerja sebanyak 791.458 

orang. Pada tahun yang lain, meski terjadi penyerapan tenaga kerja, 

namun yang terjadi adalah peningkatan jumlah tenaga kerja informal 

yang lebih besar dibandingkan peningkatan tenaga kerja formal. Selain 

itu, dalam beberapa kasus pertumbuhan ekonomi rendah yang terjadi 

akibat penurunan tenaga kerja formal dan peningkatan tenaga kerja 

informal. Pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi sebesar 6,38 persen 

pada tahun 2010, penyerapan tenaga kerja formal sangat tinggi mencapai 
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3,64 juta orang dan jumlah tenaga kerja informal mengalami penurunan 

299,02 ribu orang, oleh karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi 

tinggi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja formal agar 

kesejahteraan penduduk meningkat. Intervensi yang bisa dilakukan oleh 

pemerintah adalah dengan mengalokasikan belanja yang mampu 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan belanja pemerintah 

diyakini oleh Keynes akan menstimulus output dalam suatu sistem 

ekonomi. Belanja pemerintah menjadi salah satu variabel eksogen yang 

bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia memerlukan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi agar dapat menyediakan lapangan 

pekerjaan bagi angkatan kerja yang bertambah lebih dari dua juta orang 

setiap tahun. Disamping itu, jumlah penduduk yang menganggur di 

Indonesia mencapai 9,67 juta orang (BPS, 2020b) maka diperlukan 

lapangan pekerjaan baru melalui pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 01. Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Di 

Indonesia Tahun 2000-2020 

Tahun LPE 
Jumlah TK 

Formal 
Jumlah TK 
informal 

Perubahan 
TK Formal 

Perubahan 
TK Informal 

2000 4,92 31.530.566 58.307.164   

2001 3,64 29.367.878 61.439.539 (2.162.688) 3.132.375 

2002 4,50 27.836.019 63.811.147 (1.531.859) 2.371.608 

2003 4,78 26.822.530 65.988.261 (1.013.489) 2.177.114 

2004 5,03 28.425.447 65.296.589 1.602.917 (691.672) 

2005 5,69 28.877.029 65.081.358 451.582 (215.231) 

2006 5,50 29.672.337 65.784.598 795.308 703.240 

2007 6,35 30.926.222 69.003.995 1.253.885 3.219.397 

2008 6,01 31.199.099 71.353.651 272.877 2.349.656 

2009 4,63 32.147.261 72.723.402 948.162 1.369.751 

2010 6,38 35.783.381 72.424.386 3.636.120 (299.016) 

2011 6,17 40.563.180 66.853.129 4.779.799 (5.571.257) 

2012 6,03 44.824.702 67.680.166 4.261.522 827.037 

2013 5,56 44.986.416 67.774.656 161.714 94.490 

2014 5,01 46.558.877 68.069.149 1.572.461 294.493 

2015 4,88 48.506.730 66.312.469 1.947.853 (1.756.680) 

2016 5,03 50.207.787 68.204.186 1.701.057 1.891.717 

2017 5,07 52.001.697 69.020.726 1.793.910 816.540 

2018 5,17 54.328.061 71.954.125 2.326.364 2.933.399 
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Tahun LPE 
Jumlah TK 

Formal 
Jumlah TK 
informal 

Perubahan 
TK Formal 

Perubahan 
TK Informal 

2019 5,02 56.804.307 71.950.964 2.476.246 (3.161) 

2020 -2,07 50.771.849 77.682.335 (6.032.458) 5.731.371 

Sumber: BPS, 2020 

 

Penelitian terkait pengaruh belanja pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi pernah dilakukan oleh Terminanto (2017) yang 

mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh 

positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan Barro (1991) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa 

belanja pemerintah memberikan pengaruh yang negatif dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Agell et al. 

(1999) mengungkapkan belanja pemerintah tidak memberikan dampak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja 

dilakukan Yuen (2003) dan Hohberg & Lay (2015) mengungkapkan bahwa 

PDRB berdampak positif terhadap peluang untuk tetap bekerja. 

Peningkatan pada PDRB mengakibatkan peluang untuk bekerja pada 

sektor formal semakin besar. Hal sebaliknya terjadi ketika PDRB 

mengalami penurunan terjadi pengurangan dalam penyerapan tenaga 

kerja. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki 

peluang yang lebih besar dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal 

(Hohberg & Lay, 2015). Barro (1991) berpendapat bahwa pengeluaran 

publik yang produktif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sedangkan 

pengeluaran yang tidak produktif memberikan hasil yang sebaliknya. 

Belanja publik untuk pendidikan merupakan indikator pembentukan 

modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja sehingga 

berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

penyerapan tenaga sudah banyak dilakukan, namun jarang sekali yang 

merinci menjadi tenaga kerja formal dan informal. Padahal peningkatan 

status menjadi tenaga kerja formal sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dalam penelitian ini akan dikaji 

pengaruh belanja pemerintah menurut fungsi kegiatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 
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penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia. 

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Keynes disebutkan bahwa 

perekonomian dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu pengeluaran 

konsumsi oleh rumah tangga (C), pengeluaran investasi oleh perusahaan 

(I) dan pengeluaran pemerintah (G). Keynes meyakini bahwa pemerintah 

memiliki peranan yang besar dalam mendorong peningkatan produksi 

barang dan jasa melalui peningkatan belanja pemerintah untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi (Case & Fair, 2000). 

Studi empiris terkait dampak belanja pemerintah dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi menemukan tiga jenis hubungan yaitu hubungan 

positif, negatif, dan hubungan yang tidak signifikan. Pada hubungan yang 

positif berarti bahwa belanja pemerintah dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Fan et al. 2004). Pada hubungan yang negatif, 

belanja pemerintah berdampak negatif dalam meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi (Barro, 1990, 1991). Pada hubungan yang tidak 

signifikan, hal ini berarti bahwa belanja pemerintah tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Barro, 

1991).  

Belanja pemerintah untuk fungsi kesehatan dan pendidikan 

dianggap berdampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja sehingga 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk 

pendidikan akan memberikan dampak positif dan signifikan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran untuk 

kesehatan tidak berdampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi Mukui et al. (2019). Investasi yang lebih banyak pada modal 

manusia melalui pendidikan khususnya pada jenjang yang lebih tinggi, 

akan memungkinkan modal manusia berkembang secara dinamsi untuk 

meningkatkan pertumbuhan jangka panjang secara positif (Adejumo et al. 

2021). 

Investasi memiliki peran dalam mendorong produksi barang dan 

jasa, Asiyan (2013) meneliti pengaruh investasi asing (PMA) terhadap 

pertumbuhan ekonomi, hasilnya PMA berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi sedangkan PMDN tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbeda dengan Momongan 
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(2013) yang menyebutkan bahwa PMDN memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.  

Dalam teori pertumbuhan ekonomi modern dikemukakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang sangat 

ditentukan oleh faktor modal fisik (K), faktor tenaga kerja (L) dan faktor 

modal manusia (Hc). Model persamaan pertumbuhan ekonomi dalam 

bentuk yang sederhana dapat dirumuskan dalam fungsi persamaan 

sebagai berikut: 

Y = F (K, L, Hc, Z),  

Dalm hal ini, K (Kapital) mencerminkan modal fisik; L (Labor) 

merupakan tenaga kerja, Hc (Human Capital) menunjukkan modal 

manusia; sedangkan Z adalah variabel lainnya yang memberikan andil 

dalam pertumbuhan ekonomi. Z bisa merupakan belanja pemerintah yang 

bertujuan meningkatkan kualitas modal manusia yang berupa 

pengeluaran kesehatan dan pendidikan.  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara teori akan berpengaruh 

pada penciptaan lapangan pekerjaan sehingga menurunkan jumlah 

pengangguran. Apabila jumlah keseluruhan output mengalami 

peningkatan maka akan mengakibatkan pada penurunan pada tingkat 

pengangguran (unemployment) (Case & Fair, 2000). Penelitian Hohberg & 

Lay (2015) dengan data IFLS mengemukakan bahwa petumbuhan 

ekonomi provinsi berpengaruh positif dan signifikan dalam penambahan 

penduduk bekerja di Indonesia.  

Hasil penelitian Taufik (2011) menyebutkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dan investasi berdampak positif terhadap peningkatan jumlah 

penduduk bekerja. Demikian juga hasil penelitian dari Nurhardiansyah et 

al., (2017). Untuk sektor industri, hasil penelitian (Sayfullah & Supriatna, 

2017) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor industri dan 

tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Hasil berbeda terjadi pada negara dengan andil sektor pertanian 

yang besar sebagaimana penelitian Olamade (2020) di Nigeria yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat kecil pengaruhnya 

terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja. Hantiar (2021) yang memilah 

investasi berdasarkan asalnya menyebutkan bahwa investasi asing (PMA) 

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

 Dampak pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga 
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kerja dilakukan oleh (Eneji et al. 2020), pengeluaran untuk pendidikan 

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, demikian juga 

pengeluaran untuk kesehatan dan pertanian. Penelitian ini menyarankan 

agar prioritas harus diberikan untuk Pendidikan, perawatan kesehatan, 

pariwisata, pertanian dan industri. Hal tersebut akan menyediakan 

lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. 

IPM (Indek Pembangunan Manusia) sebagai salah satu indikator 

modal manusia terdiri atas komponen pendidikan, kesehatan, dan standar 

hidup layak. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan dan kualitas 

kesehatan yang baik akan berpotensi memiliki tingkat produktivitas kerja 

yang tinggi sehingga berpeluang lebih besar untuk memperoleh 

pekerjaan. Penelitian terkait pengaruh IPM terhadap penyerapan tenaga 

kerja dilakukan oleh Nurhardiansyah et al., (2017), hasilnya bahwa IPM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di 

Jawa Timur. Nurkhasanah (2018) menyebutkan bahwa IPM dan investasi 

berpengaruh negatif terhadap pengangguran, artinya bahwa setiap 

peningkatan IPM dan investasi akan menurunkan jumlah pengangguran 

(meningkatkan jumlah penduduk bekerja). Khusus untuk sektor 

perdagangan, IPM memberikan pengaruh yang negatif terhadap 

peningkatan jumlah penduduk bekerja (Destiana & Prawoto, 2018).  

Pembahasan terkait tenaga kerja formal dan informal tidak terlepas 

dari konsep dualisme pembangunan ekonomi yang diperkenalkan oleh 

Lewis. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang berorientasi 

padat modal dan produksi skala besar sedangkan di sisi lain subsisten 

pedesaan berorientasi padat karya dan produksi skala kecil. Analisis 

dualisme ini juga diterapkan pada perekonomian perkotaan yang dibagi 

menjadi sektor formal dan sektor informal (Todaro & Smith, 2012). Pada 

tahun 1973, Keith Hart memperkenalkan konsep sektor informal melalui 

penelitiannya pada migran perkotaan di Ghana. Hart (1973) 

mengidentikkan sektor formal dengan pekerjaan yang mempunyai gaji 

tetap, sedangkan sektor informal identik dengan status wirausaha. Di 

Indonesia mulai Survei Angakatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan 

Februari tahun 2016, penetapan usaha dan tenaga kerja informal dan 

formal sudah merujuk pada konsep pekerjaan informal dan formal yang 

ditentukan melalui ICLS (International Conference on Labor Statisticians) ke-

17 tahun 2013 yang juga merupakan rekomendasi dari ILO.  
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Comola & De Mello (2011) menggunakan data Sakernas dan data 

dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di tingkat kabupaten 

menemukan bahwa peningkatan lapangan kerja informal lebih dari 

sekadar kompensasi hilangnya pekerjaan di sektor formal. Sumber daya 

manusia, diproksikan dengan intensitas sekolah untuk menghindari 

kemungkinan endogenitas bias yang timbul akibat dimasukkannya 

pencapaian pendidikan dalam regresi, berkorelasi negatif dengan 

pekerjaan sektor formal dan berpengaruh positif terhadap pekerjaan 

sektor informal. Dipekerjakan di sektor formal atau sektor informal terkait 

secara signifikan dengan pertumbuhan PDB provinsi. Pertumbuhan 

ekonomi akan mendorong secara keseluruhan dalam penciptaan lapangan 

kerja sektor formal dan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga 

kerja informal (Hohberg & Lay, 2015).  

Tenaga kerja tidak terampil memiliki probabilitas yang lebih tinggi 

untuk keluar dari sektor formal dibandingkan dengan tenaga kerja 

terampil. Demikian juga tenaga kerja dengan pendidikan rendah memiliki 

probabilitas yang lebih besar untuk keluar dari sektor formal (Tridiana & 

Widyawati, 2019). Artinya selain diperlukan tingkat pendidikan yang 

tinggi juga diperlukan keterampilan agar angkatan kerja memiliki 

peluang yang lebih besar untuk masuk pada sektor formal dan 

meningkatkan kesejahteraannya. 

3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan 

analisis pada data-data numerik menggunakan metode statistik. Data 

yang digunakan adalah data panel yang meliputi 33 provinsi di Indonesia 

pada tahun 2015-2020. Dalam penelitian ini variabel endogen yang 

digunakan adalah jumlah tenaga kerja formal dan PDRB atas harga 

konstan. Variabel modal manusia dalam penelitian ini diwakili oleh 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut adalah definisi variabel 

yang digunakan pada penelitian ini: 
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Tabel 02. Deskripsi Variabel dan Sumber Data 

Variabel Definisi Sumber Data 

PDRB 
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar 
harga konstan tahun 2010 (miliar rupiah) 

BPS 

Didik 
Belanja pemerintah di provinsi menurut fungsi 
pendidikan (ribu rupiah) 

DJPK 

Sehat 
Belanja pemerintah di provinsi menurut fungsi 
kesehatan (ribu rupiah) 

DJPK 

Ekonomi 
Belanja pemerintag di provinsi menurut fungsi 
ekonomi (ribu rupiah) 

DJPK 

Perumfasum 
Belanja pemerintah di provinsi untuk fungsi 
perumahan dan fasilitas umum.(ribu rupiah) 

DJPK 

Wisata 
Belanja pemerintah di provinsi menurut fungsi 
pariwisata (ribu rupiah) 

DJPK 

Perlinsos 
Belanja pemerintah di provinsi menurut fungsi 
perlindungan sosial (ribu rupiah) 

DJPK 

PMDN 
Realisasi penanaman modal yang berasal dari 
dalam negeri di suatu provinsi (juta rupiah) 

BKPM 

PMA 
Realisasi penanaman modal yang berasal dari 
luar negeri/asing di suatu provinsi (juta dollar) 

BKPM 

Formal Jumlah tenaga kerja formal (orang) BPS 
Informal Jumlah tenaga kerja informal (orang) BPS 
IPM Indeks pembangunan manusia BPS 
Sumber: Data Sekunder (2021) 

Data belanja pemerintah di daerah yang digunakan pada penelitian 

ini adalah penjumlahan antara realisasi APBD di setiap provinsi dan 

realisasi belanja APBD di setiap kabupaten/kota. Realisasi belanja daerah 

dirinci menurut fungsi kegiatan yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

pariwisata, perumahan dan fasilitas umum, dan perlindungan sosial. Pada 

penelitian ini menggunakan data PDRB berdasarkan atas harga konstan 

tahun 2010. 

Penentuan tenaga kerja formal dan informal yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh BPS, yaitu 

berdasarkan status pekerjaan utama. Status pekerjaan utama mengikuti 

konsep BPS terdiri dari 7 kategori yaitu: (i) berusaha/berwirausaha 

sendiri; (ii) berusaha/berwirausaha dibantu oleh buruh tidak 

dibayar/tidak tetap; (iii) berusaha/berwirausaha yang dibantu buruh 

dibayar/buruh tetap; (iv) karyawan/buruh/pegawai; (v) pekerja bebas 

pada sektor pertanian; (vi) pekerja bebas pada sektor non pertanian; dan 

(vii) pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Tenaga kerja di sektor formal 
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adalah tenaga kerja dengan status 3 dan 4 (berusaha/beriwirausaha 

dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai), sedangkan 

selebihnya masuk ke dalam kategori tenaga kerja informal.  

Untuk memperoleh hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

jumlah tenaga kerja formal digunakan model persamaan simultan yang 

terdiri atas dua persamaan struktural. Kedua persamaan tersebut 

mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi karena ada satu 

variabel bebas dalam satu persamaan yang menjadi variabel terikat pada 

persamaan yang lainnya. Masalah simultanitas timbul karena adanya 

korelasi antara variabel endogen dengan eror atau disturbance. Apabila 

terdapat hubungan yang simultan antar persamaan maka metode 

Ordinary Least Square bukanlah estimator yang efisien dan konsisten. 

Metode Two Stage Least Square (2SLS) dan variabel instrumental akan 

memberikan hasil estimasi yang konsisten dan efisien. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel endogen adalah pertumbuhan ekonomi dan 

jumlah tenaga kerja.  

Model dibangun berdasarkan teori ekonomi dan kajian studi 

sebelumnya. Model persamaan simultan untuk penyerapan tenaga kerja 

formal dijelaskan sebagai berikut: 

𝐿𝑛𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐷𝑖𝑑𝑖𝑘𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝑆𝑒ℎ𝑎𝑡𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑖𝑡 +
𝛽4𝐿𝑛𝑃𝑒𝑟𝑢𝑚𝑓𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑡 + 𝛽5𝐿𝑛𝑊𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎𝑖𝑡 + 𝛽6𝐿𝑛𝑃𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑠𝑜𝑠𝑖𝑡 +
𝛽7𝐿𝑛𝑃𝑀𝐷𝑁𝑖𝑡 + 𝛽8𝐿𝑛𝑃𝑀𝐴𝑖𝑡𝜀 + 𝛽9𝐿𝑛𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡 +
𝛽10𝐿𝑛𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡+𝜀𝑖𝑡 
……………………………………………………………………...(1
) 

𝐿𝑛𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 + 𝛽1𝐿𝑛𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑛𝑃𝑒𝑟𝑢𝑚𝑓𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑡 +
𝛽5𝐿𝑛𝑊𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎𝑖𝑡 + 𝛽7𝐿𝑛𝑃𝑀𝐷𝑁𝑖𝑡 + 𝛽8𝐿𝑛𝑃𝑀𝐴𝑖𝑡𝜀 +
𝛽9𝐿𝑛𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡 ++𝜀𝑖𝑡……………………………………………………(
2) 

Dalam melakukan estimasi parameter pada model sistem persamaan 

simultan didahului dengan uji simultan. Uji simultan bisa dilakukan 

melalui identifikasi order dan rank condition serta uji empiris dengan uji 

Hausman. Berdasarkan identifikasi model, kedua persamaan struktural 

dalam model persamaan simultan dapat diputuskan bahwa kedua 

persamaan tersebut dikategorikan sebagai persamaan yang over identified, 

sehingga diestimasi dengan menggunakan metode two-stage Least Square 

(2SLS). Metode 2SLS dipilih karena dapat menghasilkan estimasi yang 

konsisten, sederhana, dan mudah dibandingkan (Gujarati & Porter, 2013). 
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Berdasarkan hasil uji Hausman diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 03. Hasil Uji Simultanitas Model Sistem Persamaan Pertumbuhan 
Ekonomi dan Jumlah Tenaga Kerja Formal 

 Persamaan Variabel Chi2 Prob Keterangan 
1 LnPDRB 0,01 1,0000 Tidak Ada Efek Simultan 
2 LnFormal 48,26 0,0000 Ada Efek Simultan 

 

Untuk persamaan 1 dilakukan analisis dengan OLS sedangkan 

persamaan 2 dilakukan analisis dengan model persamaan simultan 2SLS. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja formal. 

4. Hasil Pembahasan 

Persentase tenaga kerja formal di Indonesia dalam 20 tahun terakhir 

mengalami trend peningkatan, dengan persentase terendah pada tahun 

2003 yaitu sebesar 28.90 persen dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 44, 

12 persen. Pada tahun 2020 persentase tenaga kerja formal mengalami 

penurunan menjadi 39,53 persen dan tenaga kerja informal melonjak 

menjadi 60,47 persen. Hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang 

mengakibatkan resesi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 

minus 2,07 persen. Penurunan persentase tenaga kerja formal pada 

periode sebelumnya yaitu tahun 2001 dan 2008 juga bersamaan dengan 

perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2001 terjadi perlambatan 

pertumbuhan ekonomi dari 4,92 persen menjadi 3,8 persen. Demikian juga 

pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari 6,4 

persen pada tahun 2007 menjadi 6 persen pada tahun berikutnya. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2000 hingga 2019 mengalami 

fluktuasi dalam kisaran 3,8 persen hingga 6,4 persen. Dalam 20 tahun 

terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu bernilai positif kecuali 

pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar minus 2,07 persen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TASMILAH. PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP 

PENYERAPAN TENAGA KERJA FORMAL DI INDONESIA  103 

 

 
Gambar 01. Proporsi Tenaga Kerja Formal dan Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia Tahun 2000-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Sekunder BPS, 2020 

Berdasarkan tabel di atas, tenaga kerja formal terdiri atas 

karyawan/buruh/pegawai dan berusaha/berwirausaha dibantu oleh 

buruh tetap/dibayar. Jumlah buruh /karyawan/pegawai pada tahun 

2020 berjumlah 46,72 Juta orang atau setara dengan 36,37 persen dari 

seluruh penduduk bekerja di Indonesia. Jumlah wirausaha/berusaha 

dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 4,05 Juta orang atau setara dengan 

3,15 persen. Tenaga kerja informal paling banyak berstatus sebagai 

wirausaha/berusaha sendiri dengan jumlah mencapai 26,17 Juta orang, 

berusaha dibantu buruh tidak tetap berjumlah 20,07 juta orang, pekerja 

keluarga/tidak dibayar 18,32 Juta orang, pekerja bebas pertanian 5,92 Juta 

orang, dan pekerja bebas nonpertanian 7,20 Juta orang. 

Tabel 04. Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Menurut Status 
Pekerjaan Utama Tahun 2018-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Sumber: Data Sekunder BPS, 2020 

4.92

3.8
4.5

4.8 5
5.7 5.5

6.4
6

4.6

6.4 6.17 6.03
5.56

5.01 4.88 5.03 5.07 5.17 5.02

-2.07

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00
20

00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Formal LPE



104 Journal of Regional Economics Indonesia , Vol. 2, No. 2, 2021 : 92-112 
 

 

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 5, rata-rata PDRB atas 

harga konstan dari tahun 2015-2020 sebesar Rp334.202 Miliar dengan nilai 

minimum sebesar Rp26.638 miliar dan nilai maksimal sebesar Rp2.352.425 

Miliar. PDRB tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 

dan terendah di Provinsi Maluku Utara. Realisasi belanja untuk 

pendidikan rata-rata setiap provinsi sebesar Rp7,49 Miliar rupiah dengan 

nilai terendah sebesar Rp220,06 Juta di Provinsi Sulawesi Barat dan 

tertinggi Rp46,30 Miliar di Provinsi Jawa Barat. Untuk belanja sektor 

kesehatan rata-rata sebersa Rp4,11 Miliar dengan nilai terendah sebesar 

RpRp203,44 Juta di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015 dan tertinggi 

sebesar Rp23,28 Miliar di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Pada 

tahun 2020 belanja untuk sektor kesehatan mengalami kenaikan di semua 

provinsi, hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19. Kualitas 

sumberdaya manusia dalam penelitian ini menggunakan IPM, nilai 

tertinggi Provinsi DIY yaitu sebesar 79,99 pada tahun 2019 dan IPM paling 

rendah Provinsi Papua yakni 57,25 pada tahun 2015. 

Tabel 05. Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel 
Jumlah 

Observasi 
Rata-Rata 

Standar 
Deviasi 

Minimum Maksimum 

PDRB 198 334.202 460.866 26.638 2.352.425 
Didik 198 7.492.141 9.497.548 220.062 46.304.075 
Sehat 198 3.667.303 4.113.118 203.443 23.281.128 
Ekonomi 198 1.963.249 1.684.015 419.548 11.235.881 
Perumfasum 198 3.758.384 3.407.369 86.299 22.055.063 
Wisata 198 192.698 166.151 32.525 1.002.838 
Perlinsos 198 383.903 311.987 65.391 1.662.934 
PMDN 198 5.474.879 9.163.562 48.23 56.340.000 
PMA 198 614,06 914,84 2,03 5.738 
Formal 198 147.589 226.098 14.991 1.098.588 
Informal 198 2.095.391 2.992.625 115.291 13.345.308 
IPM 198 69,69 3,75 57,25 79,99 
Sumber: Data Sekunder Diolah (2021) 

Jumlah tenaga kerja formal paling banyak di Provinsi Jawa Barat 

yaitu sebanyak 1,09 juta orang pada tahun 2019. Sedangkan paling sedikit 

di Provinsi Papua Barat yakni sebanyak 14,99 ribu orang pada tahun 2015. 

Pada tahun 2020, semua provinsi di Indonesia mengalami penurunan 

jumlah tenaga kerja formal akibat pandemi Covid-19 dan penurunan 

aktivitas perekonomian. Sedangkan untuk tenaga kerja informal paling 

banyak di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 13,34 juta orang dan 

terendah di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebanyak 115,29 ribu orang. 
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Secara persentase, tenaga kerja informal paling tinggi di Provinsi Papua 

yang mencapai 81,49 persen pada tahun 2015 dan terendah di Provinsi 

Kepulauan Riau pada tahun 2015 yang mencapai 28,10 persen. 

Dari hasil estimasi di atas, koefisien determinasi untuk struktur 

persamaan PDRB sebesar 91.84%, artinya bahwa variabel yang ditentukan 

(predeterminated) dan variabel endogen (tenaga kerja formal) dapat 

menjelaskan variasi PDRB sebesar 91,84 persen. Sisanya sebesar 8,16% 

dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model. Nilai Prob-Chi2 sebesar 

0,0000 artinya model memenuhi goodness of fit pada tingkat kesalahan 

alpha 1 persen. Variabel belanja pemerintah yang berdampak positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah 

menurut fungsi ekonomi, fungsi perumahan dan fasilitas umum, dan 

fungsi perlindungan sosial. Sedangkan belanja pemerintah menurut 

fungsi kesehatan dan pariwisata memberikan dampak negatif terhadap 

laju pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 06. Hasil Estimasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan 
Tenaga Kerja Formal di Indonesia 

Koefisien Parameter 

Variabel LnPDRB LnFormal 

Intersep -2,291528* 10,96685** 

LnPDRB - 1,221299* 
LnDidik -0,0595378 - 
LnSehat -0,49537* - 
LnEkonomi 0,2448945** -0,2161612 
LnPerumfasum 0,3171551* -0,2312808** 
LnWisata -0,121113** 0,2736278* 
LnPerlinsos 0,2974589** - 
LnPMDN -0,0297821 0,0445642** 
LnPMA 0,0399932** -0,1019209* 
LnIPM - -1,954579** 
LnFormal 1,082835* - 
LnInformal -0,2496888* - 

𝑅2 0,9184 0,8392 
𝐶ℎ𝑖2 2086,84 1134,64 

𝑃𝑟𝑜𝑏 − 𝐶ℎ𝑖2 0,0000 0,0000 
*.** signifikan pada 1%. 5%. 
Sumber: Data Sekunder Diolah (2021) 

Belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan Mukui et al. (2019) di Kenya yang 

menyatakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan infrastruktur 
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berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pengeluaran kesehatan tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Belanja pemerintah yang memberikan pengaruh besar dalam 

pertumbuhan ekonomi adalah belanja untuk perumahan dan fasilitias 

umum dengan koefisien senilai 0,32 persen. Belanja pemerintah untuk 

perumahan dan fasilitas umum termasuk di dalamnya untuk 

pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Selanjutnya, setiap kenaikan belanja perlindungan sosial senilai 

1 persen akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi senilai 0,3 persen. 

Hal tersebut disinyalir karena program perlindungan sosial akan 

meningkatkan daya beli bagi penduduk miskin sehingga akan mendorong 

permintaan barang dan jasa. Meskipun konsumsi rumah tangga 

berkontribusi besar terhadap PDB (57%), namun konsumsi penduduk 40 

persen terbawah ini hanya berperan 17% dari seluruh konsumsi rumah 

tangga secara nasional. Kemudian untuk setiap peningkatan belanja 

fungsi ekonomi senilai 1 persen akan mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0,24 persen. Belanja fungsi ekonomi ini dapat 

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Belanja 

fungsi ekonomi dapat melalui pembangunan transportasi, pembangunan 

infrastruktur, pengembangan UMKM dan koperasi, serta energi dan 

kedaulatan pangan 

Investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) memberikan 

pengaruh yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sebaliknya 

Penanaman Modal dari Dalam Negeri (PMDN) tidak memberikan 

pengaruh yang siginifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian Asiyan (2013), namun berbeda dengan 

Momongan (2013). 

Jumlah tenaga kerja formal memberikan pengaruh positif terhadap 

laju pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 1,08. Artinya bahwa 

peningkatan 1 persen tenaga kerja formal akan memberikan pertumbuhan 

ekonomi yang lebih besar yaitu sebesar 1,08 persen. Berbeda dengan 

tenaga kerja informal yang memberikan pengaruh negatif dalam 

pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan jumlah tenaga kerja informal 

sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25 

persen. Dampak negatif ini mendukung hasil penelitian Sarte (2000) dan 
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Elgin & Birinci (2016) bahwa informalitas yang tinggi pada negara 

berkembang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dengan 

kenyataan ini menjadi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

dengan mendorong tenaga kerja informal bertransisi menjadi tenaga kerja 

formal baik sebagai buruh/karyawan atau sebagai wirausaha dengan 

dibantu buruh tetap/buruh dibayar. 

Berdasarkan struktur persamaan tenaga kerja formal (LnFormal) 

didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,8392, yang artinya bahwa 

variabel yang ditentukan dan variabel endogen (PDRB) mampu 

menjelaskan variasi jumlah tenaga kerja formal sebesar 83,92 persen. 

Adapun sisanya senilai 16,08 persen dapat dijelaskan oleh variabel lainnya 

di luar model. Nilai Prob-Chi2=0,0000 yang berarti bahwa model 

memenuhi goodness of fit pada tingkat kesalahan alpha 1%. Variabel yang 

berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja formal 

adalah pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah menurut fungsi 

pariwisata, dan penanaman modal dari dalam negeri. Sedangkan variabel 

yang memberikan pengaruh negatif terhadap peningkatan jumlah tenaga 

kerja formal di Indonesia adalah penanaman modal asing, belanja 

pemerintah menurut fungsi perumahan dan fasilitas umum, dan indeks 

pembangunan manusia.  

Variabel belanja pemerintah menurut fungsi ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja formal di Indonesia. 

Belanja fungsi ekonomi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi salah satunya dengan pengembangan UMKM dan Koperasi. 

Jumlah UMKM di Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan UMKM 

tahun 2020 mencapai 99,99 persen yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 

98,70 persen, 1,2 persen usaha kecil, dan 0,09 persen usaha menengah. 

Pelaku usaha mikro yang tidak memiliki buruh tetap/dibayar masuk 

dalam kategori tenaga kerja informal. Sedangkan pelaku usaha yang 

termasuk kategori tenaga kerja formal adalah yang memiliki buruh 

tetap/dibayar. Agar belanja fungsi ekonomi berdampak signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja formal, maka perlu untuk memberikan 

alokasi yang besar untuk pelaku usaha mikro agar dapat naik kelas 

menjadi usaha kecil. 

Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen berdampak pada 

peningkatan jumlah tenaga kerja formal sebesar 1,22 persen. Hal ini tidak 
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terlepas dari sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling besar 

ditopang oleh sektor industri dengan share 0,8 persen (sebelum pandemi). 

Hal ini mendukung penelitian Taufik (2011) dimana pertumbuhan 

ekonomi berdampak positif terhadap peningkatan tenaga kerja. Untuk 

belanja pemerintah fungsi pariwisata setiap peningkatan sebesar 1 persen 

akan memberikan dampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja formal 

sebesar 0,27 persen. Sedangkan peningkatan belanja pemerintah fungsi 

perumahan dan fasilitas umum berdampak pada penurunan tenaga kerja 

formal sebesar 0,23 persen. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa PMDN 

memberikan dampak positif sedangkan PMA memberikan dampak 

negatif dalam penyerapan tenaga kerja formal. Investasi dalam negeri 

memberikan dampak yang sangat kecil dalam penyerapan tenaga kerja 

formal yaitu setiap penambahan investasi dalam negeri senilai 1 persen 

akan berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja formal hanya 

sebesar 0,04 persen. Adapun setiap peningkatan modal asing sebesar 1 

persen akan berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja formal 

sebesar 0,10 persen. Hasil ini berbeda dengan Hantiar (2021) dimana PMA 

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.  

Kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan IPM 

memberikan pengaruh negatif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja 

formal. Setiap peningkatan IPM sebesar 1 persen akan menurunkan 

jumlah tenaga kerja formal sebesar 1,95 persen. Sedangkan hasil penelitian 

ini berbeda dengan Nurhardiansyah et al. (2017) yang menyebutkan 

bahwa IPM berdampak positif dan signifikan terhadap penciptaan 

lapangan kerja secara umum. Komponen IPM bidang pendidikan diwakili 

oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kedua indikator 

tersebut mencerminkan kuantitas (lama waktu) pendidikan belum 

mencermintkan kualitas pendidikan, padahal agar mampu masuk ke 

sektor formal diperlukan keterampilan sebagai hasil penelitian (Tridiana 

& Widyawati, 2019). 

5. Penutup 

Penelitian ini mengestimasi pengaruh belanja pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja formal di 

tingkat regional dengan menggunakan data panel dari 33 provinsi pada 

periode 2015-2020. Belanja pemerintah dirinci menurut fungsi kegiatan 
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dan merupakan penjumlahan realisasi APBD setiap provinsi dan 

realiasasi APBD kabupaten/kota di setiap provinsi.  Hasil estimasi 

menunjukkan bahwa  pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga kerja 

formal saling memengaruhi secara simultan. Pertumbuhan ekonomi 

berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja formal, demikian 

juga jumlah tenaga kerja formal berdampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

Belanja pemerintah untuk fungsi ekonomi berdampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan dalam 

penyerapan tenaga kerja formal. Belanja perumahan dan fasilitas umum 

memberikan pengaruh yang positif dalam pertumbuhan ekonomi, namun 

berpengaruh negatif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja formal. 

Belanja fungsi pariwisata memberikan dampak negatif terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi, akan tetapi berpengaruh positif terhadap 

peningkatan jumlah tenaga kerja formal. Belanja fungsi perlindungan 

sosial berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan 

belanja fungsi kesehatan memberikan pengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Investasi luar negeri berdampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, namun memberikan pengaruh negatif terhadap penyerapan 

tenaga kerja formal. Adapun investasi yang berasal dari dalam negeri 

meski tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, 

namun memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja 

formal. Kualitas pembangunan manusia yang diukur dengan IPM 

berpengaruh negatif dalam peningkatan jumlah tenaga formal.  

Berdasarkan hasil tersebut, maka perlu untuk meningkatkan 

keterampilan angkatan kerja melalui berbagai pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan industri, karena tingkat pendidikan tidak cukup untuk 

memasuki sektor formal. Dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia, maka perlu 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia dengan 

meningkatkan investasi dalam negeri dan meningkatkan alokasi belanja 

fungsi pariwisata. Meningkatkan bantuan untuk UMKM terutama pada 

usaha mikro akan mendorong peningkatan skala usaha dan penggunaan 

buruh tetap/dibayar. Dalam proses ini tidak hanya mempercepat 

pertumbuhan ekonomi saja, namun juga mendorong transisi tenaga kerja 
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informal (pelaku usaha mikro tanpa buruh tetap/dibayar) menjadi tenaga 

kerja formal (wirausaha dengan buruh tetap/dibayar). 
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